
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

BUPATI PEMALANG, 
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan 

penyusunan peraturan bupati, maka perlu disusun 
Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat ( 1) dan ayat 
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
disebutkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan 
kepala daerah dan peraturan DPRD merupakan 
kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan 
lembaga, komisi, atau instansi masing-masing yang 
ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, 
atau instansi masing-masing untukjangka waktu 1 (satu) 
tahun; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Program Perencanaan 
Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025; 
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 
2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 
ini. 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025; 

2 

KETIGA 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 

2 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 

2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, 
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KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 2 Januari 2025 

fu BUPATI PEMALANG, 
| 
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TA 
MAN SUR HIDAYAT

2 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR: 100.3.3.2/ 10 /TAHUN 2025 
TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN 
BUPATI TAHUN 2025 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Ubah : Sekretariat DPRD 

Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Pemalang 

2. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2023 tentang | Ubah | Sekretariat DPRD 

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Pemalang 

3. (Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah | Baru Inspektorat 

Kabupaten Pemalang 

4. (Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pemalang | Baru | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2025 

5. | Komisi Penanggulangan AIDS Ubah | Dinas Kesehatan 

6. (Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan| Baru | Dinas Kesehatan 

Universal Health Coverage (UHC) 

7. | Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang | Ubah | Dinas Kesehatan 

Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 

8. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa Baru | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa 

9. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Baru | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR: 100.3.3.2/ 10 /TAHUN 2025 
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BUPATI D0 PEMRAKARSA 

Rencana Aksi Daerah Pangarusutamaan Gender | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

84. | Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Baru | Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

85. | Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang Baru | Dinas Komunikasi dan Informatika 

86. | Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Kabupaten | Baru Dinas Komunikasi dan Informatika 

Pemalang Melalui Media Massa 

87. | Sistem Pertanian Organik 
Baru | Dinas Pertanian 

88. | Jadwal Retensi Arsip 
Baru | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

80. | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang | Baru | Satuan Polisi Pamong Praja 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan 

90. | Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah | Baru | Bagian Hukum Setda 
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